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dikeluarkan oleh Hakim Pengawas, sampai perkara yang tertuang dalam 

posita 9 pada Gugatan Penggugat tersebut di atas dan gugatan perkara 

in casu, telah dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van 

gewijsde); 

5. Menghukum Turut Tergugat IV, tidak melakukan tindakan-tindakan 

hukum baik mengeluarkan keputusan maupun penetapan terlebih 

terdahulu terhadap harta/Boedel Pailit Turut Tergugat I, sampai perkara 

yang tertuang dalam posita 9 pada Gugatan Penggugat tersebut di atas 

dan gugatan perkara in casu, telah dinyatakan mempunyai kekuatan 

hukum tetap (inkracht van gewijsde); 

6. Menghukum Turut Tergugat V, tidak melaksanakan Lelang Eksekusi 

terhadap Harta Pailit Turut Tergugat I, sampai adanya kepastian hukum 

yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) 

terhadap perkara gugatan lain-lain yang teregister pada Pengadilan 

Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara in casu; 

7. Menyatakan memberhentikan Tergugat dalam jabatannya selaku Kurator 

Turut Tergugat I dan menggantikan dengan Kurator yang lebih baik dan 

profesional; 

8. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat tunduk pada putusan ini; 

9. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar semua 

biaya perkara yang timbul karena gugatan Penggugat ini secara 

tanggung renteng; 

10. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih 

dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, 

banding, kasasi ataupun peninjauan kembali dan ataupun mengajukan 

hukum lainnya; 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Tergugat, 

Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat V mengajukan 

eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: 

- Kedudukan hukum PT Indo Bangun Investama (Penggugat) selaku 

pemegang saham PT SB CON Pratama (Dalam Pailit) bukan merupakan 

subyek hukum dalam gugatan lain-lain; 
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 565 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 

- Nebis in idem; 

- Perkara yang disengketakan dalam perkara a quo adalah sama dengan 

perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan 

Negeri Semarang; 

- Similia similibus;  

- Kedudukan rangkap jabatan Agung Setiyadi selaku Direktur PT Indo 

Bangun Investama dan Direktur PT SB CON Pratama (Dalam Pailit) 

adalah merupakan hal yang dilarang oleh Undang-undang; 

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-

Gugatan Lain-lain/2021/PN Niaga Smg., juncto Nomor 23/Pdt.Sus/ 

Pailit/2018/PN Niaga Smg., juncto Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga 

Smg., tanggal 28 Desember 2021 yang amarnya sebagai  berikut: 

Dalam Provisi: 

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya; 

Dalam Eksepsi: 

- Menolak eksepsi dari Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V untuk 

seluruhnya; 

Dalam Pokok Perkara: 

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul 

dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa 

Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Desember 2021, terhadap putusan 

tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus tanggal 2 Januari 2022 mengajukan permohonan kasasi pada 

tanggal 5 Januari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi 

Nomor  1/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/K/2022/PN Smg., juncto Nomor 16/Pdt. 

Sus-Gugatan Lain-lain/2021/PN Smg., juncto Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/ 

2018/PN Smg., juncto Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg., yang dibuat 

oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, 
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permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di 

Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada 

tanggal 5 Januari 2022 itu juga;  

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi (Tergugat) 

dan Turut Termohon Kasasi (Turut Tergugat I dan II) masing-masing telah 

mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Januari 2022 dan 13 Januari 

2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon 

Kasasi; 

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-

keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, 

diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam 

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal 

dapat diterima;  

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 

5 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, 

Pemohon Kasasi meminta agar: 

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat; 

- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 

Semarang dalam perkara Nomor 16/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain/2021/PN 

Niaga Smg., juncto Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Smg., juncto 

Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg., tanggal 28 Desember 

2021 yang dimohonkan kasasi tersebut; 

Mengadili Sendiri: 

1. Dalam Eksepsi: 

- Menolak seluruh eksepsi dari Termohon Kasasi/Tergugat, Turut 

Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I, dan Turut Termohon Kasasi 

II/Turut Tergugat II, Termohon Kasasi II/Turut Tergugat II serta 

mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Dalam Provisi: 

- Mengabulkan permohonan provisi dari Pemohon Kasasi/Penggugat 

untuk seluruhnya; 

3. Dalam Pokok Perkara: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 565 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula 

Penggugat; 

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri 

Semarang dalam perkara Nomor 16/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain/ 

2021/PN Niaga Smg., juncto Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga 

Smg., juncto Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg., tanggal 28 

Desember 2021 yang dimohonkan kasasi tersebut; 

3. Mengabulkan seluruh gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk 

seluruhnya sebagaimana gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat; 

4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai 

ketentuan hukum; 

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim (judex juris) pada Mahkamah Agung 

Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex 

aequo et bono); 

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, 

Mahkamah Agung berpendapat: 

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, 

oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi serta kontra 

memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam hal ini 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, ternyata judex facti 

tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: 

- Bahwa oleh karena Penggugat adalah salah satu pemegang saham dari 

Turut Tergugat I (PT SB Con Pratama) maka berdasarkan ketentuan 

Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas, Penggugat merupakan organ perusahaan, yang 

tidak dapat mengajukan gugatan lain-lain, oleh karena Penggugat adalah 

bagian dari Debitor Pailit; 

- Bahwa apabila Penggugat tidak puas dengan hasil tugas Para Kurator 

(Tergugat) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya melakukan 

tugas pengurusan dan pemberesan terhadap Turut Tergugat I (PT SB 

Con Pratama), maka Penggugat dapat mengajukan Penggantian Kurator 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang Undang 
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Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, 

ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang 

16/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2021/PN Niaga Smg., juncto Nomor 23/ 

Pdt.Sus/Pailit/2018/PN Niaga Smg., juncto Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/ 2018/PN 

Niaga Smg., tanggal 28 Desember 2021 dalam perkara ini tidak 

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga 

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT INDO BANGUN 

INVESTAMA tersebut harus ditolak; 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon 

Kasasi dahulu Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi dahulu Penggugat 

harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini; 

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang 

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah 

dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan 

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan 

lain yang bersangkutan; 

M E N G A D I L I: 

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT INDO BANGUN 

INVESTAMA, tersebut; 

2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya 

perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 

(lima juta rupiah); 

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada 

hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., 

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai 

Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., 

M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang 

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para 
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Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera 

Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.  

 

        Hakim-hakim Anggota:                           Ketua Majelis, 

                                                         ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.  

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.   

ttd./Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. 

 

                                                                         Panitera Pengganti, 

                                                   ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.  

 
                       
 

Biaya-biaya: 
1. Meterai : Rp     10.000,00 
2. Redaksi : Rp     10.000,00 
3. Administrasi Kasasi : Rp4.980.000,00+ 
    Jumlah : Rp5.000.000,00 
 
 
 
 

Untuk Salinan: 
MAHKAMAH AGUNG RI 

Atas nama Panitera, 
Panitera Muda Perdata Khusus 

 

 
AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum. 
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002 
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